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PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI MELAWI 

NOMOR 2& TAHUN 2017 

TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN PORPORASI SURAT BERHARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

fenimbang 

Mengingat 

a. 

b. 

c. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 
108 ayat (1) tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan 
Perizinan Tertentu, maka untuk menjaga tertib administrasi, 
pengendalian dan pengawasan surat-surat berharga seperti 
Karcis Retribusi Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan 
porporasi sebagai bentuk pengesahan surat berharga; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Melawi tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Porporasi Surat Berharga. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 



Menetapkan 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 167). 

MEMUTUSKAN : 

TATA CARA PELAKSANAAN PORPORASI SURAT BERHARGA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Melawi; 
,2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Melawi; 
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di 

Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku: 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
Yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Derseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mas$8» 
Sanisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usah 

6 etap dan bentuk badan lainnya; 
'adan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan 

endapatan Daerah Kabupaten Melawi; 7. Kepala ... 



_ 
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,gepal@ " padan adalah Sekretaris BAPENDA; 
s. sel"";"[sang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah adalah Kepala Bidang di 
0.K",00A; 

pAP" ~tmja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 
«. sat,_,,Angkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi; 

Ke)?'~~harga adalah barang cetakan yang menggunakan bahan dari kertas 
1. S",,,an lain sebagai pengganti dari kertas dalam semua jenis ukuran dicetak 

ata at dan bentuk apapun yang menimbulkan sesuatu hak seseorang atau 
den~g,gaha berupa Karcis, Tiket dan Bill; 
Ba"; surat Berharga adalah kegiatan pengesahan atas lembaran surat 

2.]a dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di 
ber' tah Da rah; 
pemerint acer u, 

e elenggara Hiburan adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan 
?{[, baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang 

enjadi tanggungannya; 
ptugas porporasi adalah Pegawai pada BAPENDA yang diberi tugas 
jajsanakan kegiatan porporasi terhadap benda-benda berharga agar terjamin 

keabsahannya% 
5. Pemohon adalah SKPD yang membidangi dan melakukan pemungutan Retribusi, 

Penyelenggara Hiburan/tontonan dan wajib pajak/retribusi yang menurut 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan porporasi surat 
berharga; 

6. Surat Permintaan Porporasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat 
Permintaan Porporasi Surat Berharga yang disampaikan pemohon ke BAPENDA. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum 
dalam pelaksanaan Porporasi Surat Berharga oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi 
pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang Iingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 
a. Kewenangan Porporasi; 
b. Jenis, Bentuk dan Format Porporasi; 
c. Pengadaan Surat Berharga; 
d. Permintaan Porporasi; 
e. Pembukuan dan Pela poran; 
• Pengawasan dan Pengendalian. 

BAB IV 
KEWENANGAN PORPORASI 

SKPD Pasal 5 s~,["8 brwenang melaksanakan Porporasi Surat Berharga adalah BAPENDA atas dasar 
at 'ermintaan Porporasi (SPP) yang diajukan oleh pemohon. 

(J Tata Pasal 6 _'a pelaksanaan Porporasi Surat Berharga ini merupakan pedoman bagi BAPENDA 
([~"mohon dalam pelaksanaan Porporasi Surat Berharga; 

({""{ata Cara Pelaksanaan Porporasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat 
Bi~.~,h ""Hm dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

1n1. 

BAB V... 



BABV 
JENIS, BENTUK DAN FORMAT PORPORASI 

Pasal 7 
rasi surat berharga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

penis po, rcis Retribusi Bill Mess Pemerintah Daerah. ~ Porpo"; ,~rcis Retribusi Bill Mess Pemerintah Daerah. 
Porp",is Retribusi Pelayanan Persampahan; 

• PP?kais Retabusi Los Terbuka; 
• m?";karcis Retribusi Pasar Kaki Lima Emperan; 
e. PO"""_g Karcis Retribusi Kios Musiman; 
; "" _arcis Retribusi Kios Terbuka; 
g. " Karcis Retribusi Pertokoan, Rumah Makan dan Restoran; 
i. PO,'_s Karcis Retribusi Kantor/Instansi Swasta; 
!· ro:;rasi Karcis Retribusi Pab1ik, Hotel dan Losmen; 
}LL,-oasi Karcis Retribusi Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; 
,' porporasi Karcis Retribusi Angkutan Antar Kota Bermalam; 

porporasi Karcis Retribusi Perparkiran; 
m. O .. ibu'Angk K ~ Porporasi Karcis Retribusi. cutan <ota; 
« Porporasi Karcis Retribusi Angkutan Pedesaan; 

. Porporasi Karcis Retribusi Mobil Barang; 
" porporasi Karcis Retribusi Kamar Mandi/WC Umum; 

porporasi Karcis Tiket Tontonan/ Hiburan; 
porporasi Karcis Tiket Bioskop; 

i porporasi Karcis Retribusi Bill Restoran; 
u. Porporasi Karcis Retribusi Bill Hotel/ Penginapan; 
• Porporasi Karcis Retribusi Bill Mess Pemerintah Daerah. 

BENTUK DAN FORMAT 
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Pasal 8 
(1) Surat Berharga harus mempunyai nomor seri yang sudah tercetak sebelumnya (printed 

running number); 
(2) Bentuk dan Format Porporasi Surat Berharga minimal memberi informasi tentang SKPD 

pelaksana porporasi; 
(3) Bentuk dan format porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VI 
PENGADAAN SURAT BERHARGA 

Pasal 9 
(1) Pengadaan Surat Berharga dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan 
perkiraan target yang ditentukan dalam 1 (satu) tahun anggaran, atau BAPENDA; 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang merniliki tugas melakukan 
pemungutan Retribusi Daerah; 

(3] Pengadaan Tiket Tanda Masuk hiburan/tontonan dilaksanakan olch 
penyelenggara hiburan/tontonan; 

(4) Pengadaan Karcis Bioskop dilaksanakan oleh pengusaha bioskop; 
15) Pengadaan Bill Restoran dilaksanakan oleh pengusaha restoran; 
6) Pengadaan Bill Hotel/Penginapan dilaksanakan oleh pengusaha 

Hotel/Penginapan. 

BAB VII 
PERMINTAAN PORPORASI 

(1) Pe . PasaJ 10 . . 
,intaan porporasi surat berharga diajukan oleh SKPD pemohon, disampaikan 

<Dada BAPENDA disertai SPP rangkap 3 (tiga) yang sudah ditandatangani pemohon dan 
Surat berh arga yang akan diporporasi; 

(2) Contoh ... 



LR recessese-MA».A EA-.SEEe...i:•ii?7% _1 
pormat SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan IV 

y con",[uh,' agian yang tidalk terpisahkan daii Peraturan Bupati ini. 
meruP 

Pasa1 11 
NDA menerima SPP dan surat berharga dari pemohon untuk diporporasi; 

BAPb' porporasi meneliti kesesuaian jumlah surat berharga yang akan 
'pj Pet6_ dengan jumlah yang tercantum pada SPP; 

dipo'?",,~tah surat berharga sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum 
3) Apa"; ~aka petugas porporasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh 

pa,n rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut : 
P"""~~r 1 (satu) untuik sKPD/Pemohon; a. lem 

tembar 2 (dua) untuk BAPENDA; 
"~.~bar 3 (tiga) untuk Petugas Porporasi. c. Ie 

Pasa112 

) Petugas porporasi melaksanakan Porporasi Surat Berharga di tempat khusus 
_'~i dengan kode pengamanan yang telah ditentukan; 

porporasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan nomor urut antnan. 

Pasa113 
(l) Setelah dilakukan porporasi, surat berharga diserahkan kembali kepada pemohon 

disertai Berita Acara Serah Terima Surat Berharga rangkap 3 (tiga); 
(2) Pemohon meneliti kesesuaian jumlah surat berharga yang telah diporporasi 

dengan jumlah yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Surat Berharga; 
(3) Apabila sudah sesuai pemohon menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat 

Berhargayang telah diporporasi dengan distribusi : 
a. Lembar 1 (satu) untuk pemohon; 
b. Lembar 2 (dual) untuk BAPENDA; 
c. Lembar 3 (tiga) untuk Petugas Porporasi; 

(4) Contoh format Serita Acara Serah Terima Surat Berharga sebagaimana dimaksud 
ayat 3 (tiga) tercantum da1am Lampiran V merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Pasal 14 
(1) Petugas porporasi mencatat dan membukukan jumlah surat berharga yang 

diporporasi ke da1am buku Rekapitulasi Porporasi; 
(2) SKPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah membuat laporan 

pemakaian surat berharga yang telah diporporasi setiap bulan dan disampaikan 
ke BAPENDA: , 

(3) Apabila diperlukan SKPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah dapat 
melakukan rekonsiliasi data Surat Berharga dengan BAPENDA; 

() Contoh format Laporan Pemakaian Surat Berharga dan Hasil Porporasi 
sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

l) Pelals Pasal 15 
dil sanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan Surat Berharga 

2 Ni,,i"an oeh BAPENDA Kabupaten Metiawi; 
audi sana Pemeriksaan atas Penggunaan Surat Berharga dilakukan oleh 

tor/pengawas fungsional Pemerintah Daerah. 

BAB X ... 
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Pasal 16 
an lebih lanjut mengenai penetapan kebutuhan porporasi surat berharga ) key"""~, aenean Keputusan Kepala Badan; dite"" , ebih lanjut mengenai penetapan petugas porporasi dan tempat pelaksanaan 

(2) K"""g surat berharga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan; 
porpo 

Pasal 17 
ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang 

Per?" ~engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
d"~patkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. men€ 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal @tchk 01 

1e57- Pua,, 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 0ltova at 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, & 

/ 
!VO T "us MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 28 



� eRATURAN BUPATI MELAWI 
~RA!''{[ioR a8 TAHUN 2017 

5A!" ANGGAL 9 DC(cr 80r7 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PORPORASI 

BERHARGA 
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SURAT 

.. , 

BAPENDA URAIAN 

BAGAN TATA CARA PELAKSANAAN PORPORASI SURAT BERHARGA 

SKPDYANG 
MELAKUKAN 

PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI/ 

PEMOHON 

Porporasi 

Petugas 
Porporasi 

Sub Bidang 
Pengendalian 

Retribusi Daerah 

Surat 
Berharga 

yang tclah 

l.SPP 

2. Surat berharga 
yang akan 

d an/Penyediaan/Pencetakan 
l pe11ga a . 

¢Berharga· 
",,aan oieh SKPD yang membidangi 

,psi sesuai dengan perkiraan target 
re"" dengan alokasi anggaran dari 
potens ;KPD masing-masing Sl 

pecmohonan/Permintaan Porporasi : 
[ Berharga yang akan diporporasi 
disampaikan kepada BAPENDA bersama 
sPP yang ditandatangani oleh Kepala 
SKPD/Pemohon; 

3.Penatausahaan : 
a. Petugas Porporasi meneliti, 

mengagendakan; 
b. Jika tidak sesuai dengan SPP atau tidak 

lengkap dikembalikan/untuk dilengkapi 
dahulu oleh SKPD/Pemohon; 

4. Petugas Porporasi melakukan porporasi 
berdasarkan nomor urut antrian; 

5. Surat Berharga yang telah diporporasi 
dikembalikan kepada SKPD/Pemohon, 
dengan menandatangani Serita Acara 
Serah Terima Surat Berharga rangkap 3 
ti a. 


